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Kajian terhadap RUU tentang MPR dalam tulisan ini dibagi atas 2 hal, pertama melihat eksistensi lembaga Negara MPR, karena hal ini yang menjadi akar masalah yang dihadapi oleh MPR. Kedua, tentang materi muatan RUU tentang MPR . 
Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur “Majelis Permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.
Kelembagaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Kedudukan MPR tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara, karena bukan lagi bertindak sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagai konsekuensi perubahan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. 
Wewenang MPR juga mengalami perubahan. Pasca Perubahan UUD NRI 1945, wewenang MPR sesuai Pasal 3, Pasal 7B Ayat (6), dan Pasal 8 Ayat (2) dan (3) meliputi: (1) mengubah dan menetapkan UUD, (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, (3) memutus pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD, dan (4) memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Rusli Kustiaman Iskandar, Dosen FH Unisba Bandung dalam salah satu tulisannya yang berjudul Masa Depan MPR Pasca Perubahan Keempat UUD 1945 berpendapat, ada dua kemungkinan Masa depan MPR pasca perubahan UUD 1945. 
 Pertama, MPR diubah menjadi badan legislatif dengan sistem dua kamar. Kedua, dibubarkan dengan cara mengoptimalkan fungsi lembaga negara yang ada untuk menjalankan kewenangan MPR yang diatur dalam Pasal 3 UUD 1945. 
Untuk menjadikan MPR sebagai badan legislatif dilihat dari konsep badan perwakilan rakyat maka pilihan utamanya adalah menjadikan MPR menganut sstem dua kamar penuh sebagaimana negara-negara yang menganut dua kamar. Tanpa dua kamar penuh, pilihan MPR menjadi badan legislatif tidak mungkin. Begitu puka tidak mungkin mempertahankan MPR dalam kedudukan dan kekuasaannya seperti sekarang ini. Karena itu, meskipun kedudukan kelembagaan negara dalam UUD 1945 baru tidak lagi dibedakan antara lembaga tertinggi negara dengan lembaga tinggi negara, dalam arti semua lembaga negara sama secara  horizontal, tidak ada maknanya kalau MPR hanya memiliki kekuasaan yang bersifat seremonial untuk masa jabatan 5 tahun.
 Parlemen bikameral memiliki konsep  adanya mekanisme saling kontrol dan mengimbangi antar lembaga negara serta pembatasan kekuasaan terhadap lembaga negara agar tidak melahirkan tirani terhadap lembaga negara lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dengan mendorong konstitusi untuk mengatur dan menyeimbangkan lembaga - lembaga negara sesuai dengan fungsinya. Demokrasi modern mengajarkan bahwa sarana agregasi dan artikulasi paling tepat direpresentasikan melalui lembaga perwakilan. Oleh sebab itu, kedudukan lembaga perwakilan ini sangat signifikan dalam sistem politik karena lembaga inilah yang mempunyai legitimasi dan hubungan dengan konstituennya.    Menurut hemat saya, UUD NRI Tahun 1945  justru tidak menganut bikameral. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 22 D Ayat (1) sampai dengan Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1) dan (2). Ketentuan norma tersebut, sangat tidak lazim dijumpai di berbagai negara yang menganut bikameral. 
Selain di Belanda, di  Italia misalnya, kedua kamar  memiliki kewenangan atau fungsi anggaran untuk menyetujui pengeluaran dan belanja negara yang diajukan oleh pemerintah. Hal ini diatur berdasarkan Artikel 81 yang mengatur sebagai berikut : The Houses approve every year the budgets and expenditure accounts submitted by the Government. Dalam sistem bikameral murni (pure bicameralism atau strong bicameralism), ke dua majelis   sama-sama mempunyai fungsi setara dan setingkat di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dengan sistem perwakilan bikameral, sebagian atau seluruh RUU memerlukan pembahasan dan persetujuan kedua lembaga perwakilan tersebut.[footnoteRef:2] [2: Irajuddin, dkk. 2006. Membangun Konstituen Meeting (Mempertemukan Kepentingan Daerah dengan Keterbatasan Wewenang DPD) Yappika Jakarta, Kerjasama MCW Malang. Hlm. 3.] 

Walaupun sistem bikameral sendiri bervariasi dalam negara federal dan negara kesatuan, tetapi prinsip-prinsip yang dianut relatif sama, yaitu  lower house bekerja sama konstituen nasional atau federal, sedangkan upper house bekerja untuk konstituen daerah atau perwakilan daerah.[footnoteRef:3] [3: Ibid.] 

Catatan International Parliamentary Union (IPU) setidaknya menunjukkan bahwa terdapat 122 negara menerapkan sistem unikameral dimana sebagian besar pada negara berbentuk kesatuan, dan 62 negara menggunakan sistem bikameral termasuk Indonesia. Gambaran ini jelas berbeda jika disandingkan dengan kesimpulan IDEA sebagaimana dikutip Ginanjar Kartasasmita , bahwa dari 54 negara berbentuk perwakilan demokrasi, 32 negara memilih sistem bikameral, sisanya 22 negara memilih sistem unikameral. Ini berarti negara demokrasi mayoritas menggunakan sistem bikameral. Kesimpulan kedua menunjukkan bahwa semua negara federal memilih sistem bikameral (bicameral system), sedangkan negara kesatuan terbagi antara memilih sistem bicameral atau unicameral. Kesimpulan lain menunjukkan bahwa semua negara demokrasi dengan populasi besar kecuali Bangladesh memilih sistem bikameral. Sementara semua negara demokrasi dengan wilayah luas kecuali Mozambique memilih sistem bikameral. 
Penilaian terakhir IDEA dari aspek system  Italia menunjukkan pula bahwa dari 10 negara yang menganut sistem presidensial, 8 diantaranya menerapkan sistem bikameral kuat. Jika melihat gambaran tersebut dapat dimaklumi mengapa perancang konstitusi memilih sistem bikameral di Indonesia, karena selain pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah juga terdapat kemiripan sistem presidensial sebagaimana mayoritas negara yang memilih sistem bikameral di dunia.
Patut diingat pula bahwa praktek penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan sistem bikameral secara efisiensi dan efektivitas merupakan persoalan tersendiri, dimana penggunaan sistem dua kamar setidaknya telah membawa konsekuensi  bagi keuangan negara yang sedemikian besar dengan hasil yang tak berimbang (non effective). Kondisi ini membuat negara-negara seperti Selandia Baru, Denmark dan Swedia kembali menerapkan sistem unikameral. Ini jelas berbalik dengan kondisi di Indonesia. Sekalipun demikian, terdapat mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan antara majelis tinggi dan majelis rendah melalui conference committee sehingga kelemahan sistem bikameral dapat diatasi.
Dari aspek kewenangan, negara-negara yang memberikan kewenangan yang sama antara majelis tinggi dan majelis rendah dapat dikatakan memiliki sistem bikameral kuat. Sebaliknya, negara-negara yang memberikan kewenangan berbeda sehingga melemahkan satu dari yang lain dapat dikatakan memiliki sistem bikameral lemah. Terlepas dari itu, penilaian kuat-lemahnya sistem bicameral juga ditentukan oleh komposisi, persyaratan calon dan mekanisme pemilihan. Hal ini dapat dilihat dalam praktek di Jerman, Kanada, India dan Malaysia.
[bookmark: _GoBack]Praktek sebagaimana jika berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 justru terjadi pergeseran menuju negara model parlemen unikameral. Konstitusi menunjukkan bahwa DPR adalah lembaga satu-satunya yang melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana berdasarkan pada Pasal 20 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Sebetulnya pilihan dua kamar memiliki sisi positif bagi pengembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, di antaranya:[footnoteRef:4] [4:  Bagir Manan, Teori dan …, op.cit., hlm. 58-59.] 

a. Sistem dua kamar akan menyederhanakan sistem BPR. Maksudnya hanya ada satu BPR tingkat pusat yang terdiri dari dua unsur perwakilan, yakni unsur perwakilan rakyat langsung dan unsur yang mewakili daerah. 
b. Wakil daerah menjadi bagian  dari pelaksana fungsi parlemen , sehingga kepentingan daerah terintegrasi dan dapat dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan parlemen. 
Langkah konstitusional yang dapat ditempuh adalah mengubah ketentuan UUD 1945 berikut:
a. Pasal 2 ayat (1), menyatakan dengan tegas bahwa MPR terdiri atas DPR dan DPD, bukan anggota DPR dan anggota DPD. Ketentuan seperti ini menegaskan bahwa MPR menganut dua kamar, dengan tugas dan wewenang: membentuk undang-undang; mengawasi jalannya pemerintahan; menetapkan APBN; mengesahkan perjanjian internasional; memberikan persetujuan menyatakan perang dan mengadakan perdamaian dengan negara lain; mengubah UUD. Selanjutnya, DPR dan DPDP baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak: mengajukan RUU; meminta keterangan (interpelasi); mengadakan penyelidikan (angket); mengubah RUU (amademen); mengajukan pernyataan pendapat; dan lain-lain tugas dan kewenangan DPR.

Andai MPR dibubarkan, tidak berarti kekuasaan seremonial yang ada ikut dihilangkan pula. Kekuasaan-kekuasaan itu tetap ada dengan cara dialihkan untuk dijalankan oleh kekuasaan negara lainnya yang keberadaan bersifat permanen, dan juga memiliki landasan teoretik bahkan praktik baik dari sejarah Indonesia sendiri maupun praktik di negara lain. Di samping itu, juga didasarkan pada timbangan pragmatis realistis dan ekonomis. 
Dari sisi pragmatik realistik, sejak kedudukan dan kekuasaan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD 1945 Baru, sangat nyata tidak ada kinerja MPR yang dihasilkan kecuali melantik Presiden dan Wakil terpilih. Pekerjaan ini hanya dilakukan satu kali di awal masa jabatan. Selebihnya tidak ada lagi. 
Berdasarkan atas 2 alternatif eksistensi MPR ini, jikapun ada wacana membuat regulasi berupa UU tersendiri tentang MPR dan terpisah dengan DPR, DPD, dan DPRD, saya berpendapat wacana ini tidak melanggar ketentuan … diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Demikian pula jika  mendasarkan kepada  Pasal 18 UU  Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan.
Pasal 18 UU P3 menyebutkan bahwa dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar RUU didasarkan atas:
a. perintah UUD NRI1945;
b. perintah Ketetapan MPR;
c. perintah Undang-Undang lainnya;
d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
f. rencana pembangunan jangka menengah;
g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
Namun demikian setelah membaca draft RUU tentang MPR ini, saya melihat sebagai proses memindahkan isi UU MD3 saja. Itu berarti susunan, kedudukan dan kekuasaan yang dimiliki MPR belum mengalami perubahan mendasar, khususnya lagi pada lembaga DPD. Padahal jika dilihat akar masalah MPR sesuia uraian saya diatas, maka wewenang Parlemen Indonesia yang disebut MPR ini harus diubah dari apa yang diatur sekarang dalam UU MD3. 
Selanjutnya, dari teori hukum ekonomi, bahwa produk hukum yang baik dan efektif, dapat diukur dari biaya yang dipakai saat pembuatan produk hukum itu. Jelas hal ini sangat tidak ekonomis dan tidak efisien bagi anggaran negara  digunakan untuk membuat UU tersendiri untuk lembaga negara tersebut. Menurut saya, ada hal mendasar yang dapat dipikirkan oleh DPR, misalnya UU KUHP Nasional yang belum juga berhasil dibentuk.
Dengan logika seperti ini, saya melihat urgensi amandemen ke 5 terhadap UUD NRI Tahun 1945 lah yang harus didorong dan diupayakan oleh MPR. Substansi tentang bikameral, tentang penguatan fungsi DPD dikaitkan dengan fungsi DPR, menjadikan MPR sebagai tempat Jam Session antara lembaga DPR dan Lembaga DPD .
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